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ST ,Iclaksanazm Peraturan  Dacrah Nomor 1 Tahun 2011 temang

Adnnmstra& I&ependudukan:

~

Mengingat : I. UndamT Undmw Nomnr 13 Tahun~ l‘fS( writanrg  Pembeniiian
Dacrah—daelah ahupaten daiam Lingk 'ngan‘i Provinsi Jawa ﬁ\,u 2ah;
“ i ’ B

Uridariﬁ- Undang Nomor 1 Tahun 1974 - fentang - Perkawinan

[\l

(Lcmbaran Nggara Republik lndnmala ,ffahv*-' 1974 No nm [

lebalnn Lembaran i 'csfara Republik Indo nesia 3\-\1'&)! 3 ;,!*))
PR 5

I a 3. Undang-Undang Nmm)r O Tahun 1992  tentang Keimigrasian
\\ (Lembaran Negara  Republik [ndonesia’ Tabun 1992 Nomor 35

Fambahan Lembaran T\xg a Re p}uhh,\ Ind(-m S 1:;-. Nomor 5474 5

4, Uhdéng—Undang Momor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungen

(L embaran Negara Re Puoi 1K Irdonesia Tahur 2002 Nomor 109

Tan b'ﬂmn Lembaran \Tcgam Republik Indonesia Nonior 4235 );




10.

11.

12,

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukdnw

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republlk
Indone51a Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indone51a Nomor 4389);

.,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan -

Daerah ‘ (- Lembaran Negara Repubhk lndonesm Fahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagalmana telah - diubah beberapa kali, terakhir = dengan

' Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 NOmof:
59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
Undang Undang Nomor 12 ‘Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Repubhk Indone31a ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4634 ); ‘ ;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlmstmsn
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
NomEor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
4674)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksandan

Undang-Undang Nomor “Tahun 1974 tentang Perkawnmn
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,

‘ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);.

| v
Peraturan Pemermtah Nomor 37 Tahun 2007 tentang PetunJuk

/Pelakisanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Admlmstram Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia ,

,Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Neg,ara Republik |

Indonesm Nomm 3208);

»Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian

Urusan Pemermtahan Antara Pemermtah Pemerintahan Daeral :

2

Provm31 dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 473 7);
Keputusan Presiden Republlk Indonesia Nomor 88 Tahun: 7004

tentang Pengelolaan Sistem Informasx Admxmstram Kependudukan

(SIAK)

z



Menetapkan :

13.

14,

15.

16.

17.

Pératuran Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahuh 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor 26 Tahun 2009
tentgng Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kepiendudukan Sécara Nasional;

PerziitUran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang -
Fofrilulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan
Peméatatan Sipil; -

Pera%turan Daerah Kabupaten vKaranganyar Nomor 7 Tahun 2008
tentaing Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor [ Tahun 2011
tentqng -Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar
(Lénilbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1).

|
i
o .~ MEMUTUSKAN:

i

,PERA"ITURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
KARAI%IGANYAR NOMOR 1  TAHUN 2011 TENTANG
ADMH{HSTRASI KEPENDUDUKAN

BABI
| KETENTUAN UMUM

g Pasal 1

Dalam Pefafturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

‘Daerah !adalah Kabupaten Karanganyar;,

‘i : .
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah  sebagai

unsur pényelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupafi ég:ldalah Bupati Karanganyar;

Dinas Kependudukan' dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut

Dinas 1rr;iempunyai tugas, tanggung jawab dan berwenang melaksanakan

pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudul\an

Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;

Lurah atau Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan atau kepala desa di

(OS]



;, -
Umt Pielaksana Tekms yang selanjutnya dlsmgkat UPT adalah unsur
pelaksana operasxonal Dinas yang ada di Kecamatan

Penduduk adalah Warga Negara Indonesxa dan Orang Asmg> yang

bertempat tmggal di Daerah;

10.
11,

12

13.

Warga Negara Indonesia adalah orang - orang bangsa Indonesia ’1511 dfm“
orangorang bangsa lam yang, dlsahkan dengan undang- undang sebaga1 :
W arga Negara Indonesxa,

Orang Asmg adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesm
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh ’
Dmas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat’ bukti autentik

yang dlhasﬂkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Slpll

.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat

yang terstruktur sebageu hasﬂ dari’ keglatan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

S1stemf Informas1 Administrasi Kependudukan yang selanjutnya

- dlsmgkat SIAK adalah sistem 1nfomasx yang memanfaatkan teknologi

: E
. mforma51 dan komumka51 untuk memfasilitasi- pengelolaan informasi

14,

15,

Admmlstra51 Kependudukan dltmgkat penyelenggara dan Dinas sebagai

satu kesatuan ;
Data pr1bad1 adalah data perseorangan tertentu yang dlslmpan dlrawal
dan duaga kebenaran dan dllmdungl keraha51aannya

Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang dlterbxtl\an oleh

B
Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen atau Badan Hukum

pubhk Fdan badan - Hukum pr1vat yang berkattan dengan 1dent1tas

16.

17.

penduduk selain dokumen kependudukan

Teknolog1 1nforma51 adalah suatu teknik untuk mengumpulkan.

‘menylapkan menylmpan memproses mengumumkan, menuanahs]s

dan/ata& menyebarkan informasi.

Database adalah kumpulan berbaga1 jenis data kependudukan yang
i

§ tersmpan secara sistematik, terstruktur dan salmg berhubungan dengan

: menggunakan perangkat, lunak perangkat keras dan jaringan

' KomumkaSI Data.

18.

Hak akses adalah hak yang dxberlkan oleh menteri kepada petuEas yang
!

~ ada pada penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses database

' kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan; -

19.

I _
Pengguna data prxbadx penduduk adalah Instan51 Pemermtah dan swasta

yang membutuhkan mforma51 data sesua1 dengan bidangnya;

[



2l

: 20 Petugas reglstras1 adalah Pegawa1 Negen Slpll yang d1ber1 tugas dan

tanggung Jawab membenkan pelayanan pelaporan peristiwa

kependudukan perlstlwa pentmg pengelolaan dan penyajxan data
kependudukan di tmgkat Desa/Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten;

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan

~ atas pelaporan Per1st1wa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan

Admlmstra51 Kependudukan serta penerbltan Dokumen Kependudukan .

“berupa kartu 1dent1tas atau surat keterangan kependudukan
22,

Perxstlwa Kependudukan adalah kejadian yang d1alam1 Penduduk yang

harus d1laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau

'perubahan Kartu Kel uarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (K FP)

dan/atau surat keterangan kependudukan lamnya mehputl pindah datang,

, perubahan alamat, serta perubahan status- tmggal terbatas menjadi o

23,

: tmggal tetap, s

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah

vnomor 1dent1tas penduduk yang ber51fat unik- atau khas, tunggal dan

. melekat pada seseorang yang terdaftar sebaga1 Penduduk Indonesia;

24,

Kartu Keluarga yang selanjutnya d1smgkat KK adalah kartu 1dent1tas'

- ke luarga yang memuat tentang nama, susunan dan _hubungan dalam -

| keluarga serta 1dent1tas anggota keluarga;

oo

. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dlsmg,kat KTP ddalah 1dent1tas '

resmi penduduk sebagau bukti diri yang dlterbltkan oleh Dinas yang

berlaku‘dl seluruh w1layah Negara Kesatuan Republlk Indonesia;

. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Perlstlwa Pentmg yang d1alam1 oleh

seseorang, dalam register Pencatatan Slpll pada Dmas

Perlstlwa Penting adalah kejadlan yang dialami seseorang mellputl -

' ’kelahlran, kematxan lahir mati, perkawman perceraian, pengakuan

anak pengesahan anak pengangkatan anak perubahan nama - dan

\ perubahan status kewarganegaraan

. Perlsuwa Penting Lainnya adalah kejadlan yang d1alam1 oleh seseoranvk
‘ antara lam ‘perubahan j Jems kelamin. :

29,
o - Asing untuk tmggal di wilayah Negara Kesatuan Republll\ IndoneSIa -

[zin nggal Terbatas adalah izin tmggal yang diberikan kepada Orang, ‘

- dalam. Jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang undangan

1zin nggal Tetap adalah izin tmggal yang, d\benkan kepada Oranu ‘

Asmg untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik- .

Indonesm sesuai deng,an ketentuan Peraturan Perundang, undang:an

[
i

Sl



3.

Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan yang

dlkeluarkan oleh Dinas yang dxberlkan kepada Orang Asing mempunya1

Izin nggal Terbatas yang dlkeluarkan oleh instansi yang berwenang

‘ dalam Jangka waktu tertentu

.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang

mengalaml hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang

: dlsebabkan oleh bencana alam, bencana sosml dan orang terlantar;

33.

Blodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang

- jati dm 1nf0rma51 dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan

- 34,

35.

36,

keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak awal kelahiran;

7P1ndah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tmggal untuk

menetap karena perpmdahan dari tempat lama l<etempat yang baru
Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang - |
merupakan alat bukt1 autentik mengena1 kelahlran perkawman

perceralan kematlan pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak

Kutlpan ‘Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta - akta
B Pencataitan Slpll yang diberikan kepada Penduduk dan atau Penduduk
- Asmg, L ; _

Kutlpan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutxpan Akta - akta

37,

A Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya diterbitkan oleh Dinas karena

&

~kepentmgan tertentu atau- kutipan akta pertama hilang, rusak atau

38.

39,

musnah setelah dlbuktlkan dengan surat keterangan dari plhak yang
‘berwenang,

SahnanEAkta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil 'y ang T

dlterbltkan oleh Dinas atas permintaan pemohon;
Lahir Matl adalah suatu kejadian dlmana seorang bay1 pada saat
dllahlrkan telah tldak menunjukkan tanda - tanda kehldupan dan

lamanya dalam kandungan palmg Sedlklt 28 (dua puluh delapan)

| mmggu t

40.

Pengakuan Anak ada]ah pengakuan secara hukum dari seorang bapak"

terhadap anaknya karena lahir di luar 1katan perkawman yang sah atas

’ persetujuan ibu kandung anak tersebut;

41

.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengahhkan ‘hak

~anak dar1 lmgkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau :

~orang lam yang bertanggung |awab atas perawatan, pendxdxkan dan

' membes§arkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua



angkatpya berdasarkan putusan' atau penetapan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;

| .
42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang

l

suam1 istri.

lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang

43. Sanksx‘ Administratif adalah sanksi yang dlkenakan kepada setiap
penduduk berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan
per1st1wa kependudukan dan peristiwa penting;

44. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Slpllnyang,

selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai

| .
pembayaran atas pelayanan pemberian KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB I
PEMBENTUKAN UPT

; Pasal 2
Tugas Pokok dan Fungsi UPT

(1). Tugas Pokok UPT adalah membantu Kepala Dinas dibidang Pendaftaran Penduduk
~ dan Pencatatan Slpll |

(2) UPT berfungsi melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pelayanan

Pencatatan Sipil
" (3). Pelayanan Pencatatanisipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. kelahiran;

b. kematian;

c. lahir mati;

d. perkawinan;

e.‘per'ceraian;

f. pengakuan anak;
. g. pengesahan anak;?

h. pengangkatan anak;

i. perubahan nama;
j. perubahan status kewarganegaraan
k. pembatalan perkawman

1. pembatalan perceraian; dan

o
m. peristiwa penting lainya.




- (4). Pejabat Penuatatan Sipil pada UPTD berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan
Sipil yang mehputl ‘

a. kelahiran; o
b. kematian; N

2
c. perkawinan; t
d. perceralan dan |
P
e. pengakuan anak !

(5). Ketentuan lebih lanj_’ut mengenai UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Tersendiri. |

BAB 1l
PENDAFTARAN PENDUDUK
‘ - Bagian Kesatu
Pencatatar} dan Penerbitan Biodata Penduduk, - KK dan KTP
Paragraf | ‘
Péﬁcatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 3 |

(1) 'Penduduk Warga Négara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Kerpala‘

- Desa/Lurah dan Camét untuk dicatatkan biodatanya.

(2) Wargé Negara Indong;esia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal
Tetap wajib melapor 11<epada Dinas untuk dicatatkan biodatanya. |

(%) Pencalatan Biodata 'I%enduduk‘dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhifan
database kependudukén. o

E | ~ Pasal 4

(1) Pencatatan biodata f)e%nduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalkam
Pasal 4 ayat (1) d11akukan setelah memenuhi syarat berupa
a. Surat Pengantar dar1 RT dan RW.
| b Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
1. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/bidan atau foto cop1 kutipan Akta
Kelahiran. . E ‘
2. Tjazah atau Suf%t Tanda Tamat Belajar;
3.KK; )
4. KTP; o .
5. Kutipan Akta P:erkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
6. Kutipan Akta Pierceraian.

c..Surat Keterangan‘rv Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas

terpencil/suku terasgmg.
o
|

|



@)

@)

)

@

2

3)

Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar

negeri karena pmdah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dllakukan betelah _

memenuhi syarat berupa

a. Paspor; atau E

b. Dokumen pengganti paspor. ; _
Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa:

l

a. Paspor; o 1‘ .

b. Kartu Izin nggal Terbatas; dan

c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin nggal Tetap
sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat
berupa:

a; Paspor; ‘
b. Kartu Izin Tinggél Tetap; dan

¢. Buku Pengawasdn Orang Asing.

Pasal 5

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
untuk pencatatan blodatanya membawa persyaratan sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 4 ayat (1). &

Pencatatan biodata p‘e%duduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisiidan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara

Indonesia;

b. Petugas registrasi | mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi:@elakul<an verifikasi dan validasi data penduduk;‘

d. Kepala desa/lurah r;lenandatangani formulir biodata penduduk;

e.‘ Petugas registrasi. menyampalkan formuhr biodata penduduk kepada Camat.
Pencatatan biodata penduduk di kecamatan dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas registrasi n?elakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

~ b. Camat menandatdnigani formulir biodata penduduk;

c. Petugas registrasi. menyampa1kan formulir biodata penduduk kepada Dinas sebagai

dasar untuk penerbltan dokumen blodata penduduk

1
a
|
3



(4) Penerbltan dokum

|
4‘
|
(
\
| : e
en biodata penduduk Warga N‘egara Indonesia oleh Dinas, dilaknkan 2
dengan tata cara: ‘

a. Petugas reg15trasx melakukan verifikasi dan valxda31 formuhr b1odata pendudul\' »

- serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;

b Kepala Dinas menerbltkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah )

&
.+ dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan

2 fsebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
@)

, tata cara: ‘
A

yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.
j ;  Pasal6

Warga Negara Indonesm yang datang dari luar negen karena pmdah sebagalmana-4

Pencatatan biodata penduduk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dllakukan dengan

i

Ca Penduduk meng151 dan menandatangam Formullr Biodata Penduduk Warga Negaxa

[
Indone51a e

L ‘:b Petugas reglstra51 melakukan verifikasi dan valldasx data penduduk

- \c Petugas reglstra51 menandatangam formulir biodata penduduk dan merekam ke

dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;

Kepala Dmas menerbltkan dan menandatangam blodata penduduk betclah yang

T bersanOkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

N (1)

!

”ME b P Pasal 7-

5

= | ;
Orang Asmg yang memlhkl zin nggal Terbatas dan Orang Asmg yang mem1hk1

- Izm T1ngga1 Tetap sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2), untuk pencatatan

dengan tata cara:

'blodatanya membawaE persyaratan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan‘, :
- ayat 4). ’ '

Pencatatan biodata Orang Asing sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan :

a. 'Orang Asmg yang mem111k1 Izm nggal Terbatas menglsl dan menandatangam’

‘Formulir Biodata Orang Asmg Tinggal Terbatas

-b. Orang Asing yang memiliki Izm Tinggal Tetap ‘mengisi dan menandat mgam

o ?Formullr Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;

c. | Petugas reglstrasx melakukan verifikasi dan vahda51 data penduduk

~d. Petugas reglstra51 menandatangam formullr biodata Orang Asing dan merekam ke

: fdalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK

Kepala Dinas menerbltkan dan menandatanganl biodata Orang Asing setelah yang

&

. bersangkutan mendapatkan NIK dengan_ Sistem Informasi Adnnmstram

Képendudukan. ;




(1)

e

BROR

Pasal 8

Dalam hal terjadl perubahan blodata bagi penduduk Warga Negara Indoncsxa

| ,
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Warga Negara Indonesia yang datang

~ darl luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3

' ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perubahan blodatanya

’Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan deng,an |
menggunakan t ' 7 v
a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia;

b. Formuhr Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indone51a

C. Formuhr Perubahan Biodata Orang Asmg Tinggal Terbatas; atau

o d Formuhr Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

Pencatatan perubahartl biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan,

dilakukan dengan tata cara:

4aQ Penduduk menglsl dan menandatangam Surat Pemyataan Perubahan Data

kKependudukan dan Formullr Perubahan Blodata Penduduk Warga Neéara

‘}.

. N

Indonesia;

b. Petugas reglstrasﬂ mencatat dalam Buku Harian Peristiwa - Kependudukan dan -

o Perlsnwa Pentmg, ‘:

c Petugas registrasi melakukan verifikasi dan vahdasx data kependudukan

d. Kepala desa/lurah menandatangam formulir perubahan biodata penduduk

. e. Petugas reglstra51 menyampalkan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan_

@

" dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.

“Pencatatan perubahan blodata penduduk Warga Negara, Indone51a di kecamatan

dilakukan dengan tata cara:

G

a. Petugas reglstra51 melakukan verifikasi dan validasi data penduduk

b. Camat menandatangam Formulir Perubahan Blodata Penduduk Warga Negara '
: Indonesxa , % | |
c. Petugas reglstra31 menyampalkan Formuhr Perubahan Blodata Penduduk Warga

Negara Indonema kepada Dinas.

Pencatatan perubahan biodata penduduk Waroa Negara Indonesna di Dinas dilakukan
: kdengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data
| ke dalam database kependudukan ‘ |

; (6) Kepala Dinas menerbxtkan dan menandatangam biodata penduduk yang telah diubah.

11



(7)

|
o
‘
|

Pencatatan b10data \penduduk bag1 Orang Asmg yang mem111k1 lIzin nggal Terbatas‘

; dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas scbagalmana dlmaksud

~ pada ayat (1), dllakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing yang mem111k1 Izin Tinggal Terbatas meng151 dan menandatangam

Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formuhr Perubahan Biodata

Orang Asmg nggal Terbatas -

b .Orano Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap menglsl dan menandatangani Surat

~ Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang

AAsmg T1ngga1 Tetap, ;

c. Petugas reglstras1 melakukan venﬁkasx dan valldam data penduduk;

: -d. Petugas reglstra51 rmenandatangam formullr perubahan biodata Orang Asmg dan -

®
i dlubah

merekam ke dalam Database Kependudukan.

Kepala Dlnas menerbxtkan dan menandatangam blodata Orang Asing yang telah "

Pasal 9

kPerubahan bxodata penduduk bag1 Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memxhkl

- Izin nggal Terbatas dan ”Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalam]

peristiwa penting - di luar wxlayah ‘Republik Indonesna Wa_]lb ~dilaporkan kepada Dmas

M

.Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada 3

)

‘paling lama 30 (tlga puluh) hari kerja sejak kembali ke Repubhk Indones1a

‘ >Paragraf2‘ =
Penerbitan KK
Pasal 10

Dinas melalui Kepalagdesa/lurah dan camat

Orang ~Asing yang memiliki Izin nggal Tetap waij melaporkan susunan

-+ keluarganya kepada Dlnas

)

M

~dan ayat (2) dllakukanE setelah memenuhi syarat berupa

Pelaporan sebagalmana dxmaksud pada ayat (1 dan ayat (2) sebag‘u dasar untuk
[ X

penerbntan KK. 1 |

% ‘ ~ Pasal 11

o

Penerbltan KK baru bag1 penduduk sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

e a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asmg,

. b.: 'Fotokopl atau menunjukkan Kutlpan Akta leah/Kutlpan Akta Perkawman

c." Surat KeteranganiPlndah/Surat Keterangan Pmdah Datang bagi penduduk yang

‘ plndah dalam w1layah Negara Kesatuan Republik Indonesm atau

“d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negen yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga

‘Negara Indonesm yang datang dari luar negeri karena pindah.
s 12 .
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\
|

| .

(7) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagl penduduk yang

mengalami kelahlran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat )

: dllal\ul..an setelah memenuhl syarat berupa

a. KK lama dan E

b.- Surat keterangan lahlr dar1 Rumah Saklt atau penolong kelahiran atau

I\unpan Akta Kelahlran

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK

; bag1 penduduk Warga Negara Indonesia dxlakukan setelah memenuhi syarat berupa:

Ca. I\Klama | %

a b. KK yang akan dltumpangl

v c Surat Keterangan Pmdah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wﬂayah 7

@

i Negara Kesatuan Republlk Indonesia; dan/atau

d. Surht Keterangan Datang dari Luar Negeri bag1 Warga Negara Indonesna yang>

/ da‘ang dari luar neger1 karena pmdah

Perubahan KK karenaE penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki

Izin Tlnggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesxa atau

: Orang Asing d1lakukan setelah memenum syarat berupa:

- a. KK lama atau KK yang dltumpangl

i ,b Pasp‘:r

| E

¢ Izin Tinggal Tetap, dan

o d. Surat Keterangan . Catatan Kepohslan bagl Orang Asmg Tinggal Tetap;

Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi pendudul\

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dllakukan setelah

 memenuhi syarat berupa

‘a KK lama; f

E - .
b surat Leterangan kematlan atau akta kematian ; atau

c. . Surat Keterangan Pmdah/Surat Keterangan Pmdah Datang bagi penduduk  yang

- . pmdah dalam w1layah Negara Kesatuan Republlk Indonesia.

(6)

7' b KKyang rusak; %

Penerbttan KK karena hllang atau rusak bagi penduduk sebagalmana dlmaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) dan ayat 2) dxlakukan setelah ‘memenuhi syarat berupa

a, Surat Keterangan kehllangan dari Kepala desa/ lurah

11'

. Fotokopl atau menunjukkan dokumen kependudukan dam salah satu anggola

keluarga atau

o d ‘Dokumen kemngra51an bagi Orang Asmg.,,

13
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Pasal 12

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagalmana dlmaksud ‘dalam Pasal 10 ayat (1

~wajib melapor kepada Kepala desa./lurah dengan menyerahkan persyaratan

S sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 11

Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagalmana dxmaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

~b. Petugas reg1stras1

a. Penduduk menglsl dan menandatangam formullr permohonan KK;

tme:ncatat dalam Buku ‘Harian Perlstxwa Kependudukan dan,

Perxstlwa Pentmg,: g

c. Petugas reglstra51 rtnelakukan verifikasi dan vallda31 data penduduk

d Kepala desa/lurah menandatangam formuhr permohonan KK: dan

3)

e Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK

- kepada Camat sebaga1 dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan
Proses penerbitan atau perubahan KK d1 Kecamatan sebagaxmana dlmaksud pada ayat -

(2) hurufe, d11akukan dengan tata cara: -

. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk

s b Camat menandatangam formulir permohonan KK;

e Petugas menyam;g)alkan formulir - permohonan KK yang dilampiri dengan:

@

kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas.
Kelengkapan berkas )Eang dlsampalkan ke KK di Dmas sebagalmana dlmaksud pada

ayat (3) huruf c, selanjutnya diproses sebagai berikut :

a Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan

b, Kepala Dinas menerbitkan dan menanda tangam KK

()

)

= _(1) dengan tata cara

|
1 E : Pasal 13

Orang Asing yang memlllkl Izin Tinggal Tetap sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana

'~=d1maksud dalam Pasal 11.

Dmas memproses penerbltan atau perubahan KK sebagalmana dimaksud pada ayat

o

| a. Pendudul\ mengxsx dan menandatangam Formuhr Permohonan KK

.b. Petugas melakukan }verlﬁkay dan validasi data penduduk;

c. Petugas menandatangam Formulir Permohonan KK
d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan
menerbitkan KK. |

‘ ~ Pasall4

- KK dxterbltkan dan dltanda tangam oleh Kepala Dmas dengan tanda tang,an dan stampelk

i basah

14



(1)

; - Paragraf 3

‘ B  Penerbitan KTP. |
. Pasalls , ,
Penerbltan KTP baru bag1 penduduk Warga Negara Indone51a dllakukan setelah

: memenuhl syarat berupa

4. Telah berus1a 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawm atau pernah kawm

- >b Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah

, c Fotokopi :

1. KK;

bt 2 Kutipan Akta leah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tu‘uh

- belas) tahun;

3. Kunpan Akta Kelahlran dan

= d Surat Keterangan Datang dar1 Luar Negerl yang dlterbltkan oleh Dmas bag1 Warga

" Negara Indonesm yang datang dari luar negeri karena pmdah

Penerbitan KTP baru bag1 Orang Asing yang memlhkl Izin nggal Tetap, dilakukan

L setelah memenuhi syarat berupa :

“a. Telzh beru31a 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pemah kawm

P

b Fotokopl o f

‘K'(i),

- berupa:

V 1. KK; - , ;

- 2. Kutipan Akta leah/Akta Kawin bag1 penduduk yang belum berusla 17 (tujuh
L belas) tahun I ‘ ‘ '
%, 3. Kutlpan Akta Kelahlran
ff4. Paspor dan Iz\m Tlnggal Tetap; dan

c.’ Surat Keterangan‘y(EZatatan Kepolisian.

' Pasal 16

,Penerbxtan KTP karena hllang atau rusak bag1 penduduk Warga Negara Indonesra atau

Urang Asmg yang mem111k1 Izin nggal Tetap, dilakukan setelah memenuh1 syarat :

a. surat keterangan kehllangan dari kepohslan atau KTP yang rusak; -

b fotoLopl KK; dan

)

¢. Paspor dan Izm nggal Tetap bagi Orang Asing.

Penerbltan KTP karena pmdah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau

Orang Asmg yang mem111k1 Izm Tinggal Tetap, dllakukan setelah memenuhl syalat

o L1e1'upa

4,;,

a. Surat I\eteranoan Pgndah/Surat Keterangan Pindah Datang, dan

- b Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi. Warga Negara Indonesia yang

datang dar1 luar neger1 karena pindah.

15



(3) Penerbltan KTP kar

b a a. totokopl KK; t :
' b KTP lama; dan |

@

kena perpanjangan bag1 penduduk Warga Negara Indone51a atau

Orang Asmg yang mem1hk1 Izm nggal Tetap, dllakukan setelah memenuh1 syarat
berupa ' S '

: c fotokopi Paspor Izm nggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi

Orang Asing yang mem111k1 Izin nggal Tetap.

’Penerbxtan KTP karena adanya perubahan data bag1 penduduk Warga Negara |

i Indone51a atau Orang Asing yang memiliki Izm Tlnggal Tetap, dllakukan setelah :

3 memenuh1 syarat berupa

it _k'a fotokopl KK;
b, KTP lama; dan ‘

W

_C. surat keterangan/buktx perubahan peristiwa I\ependudukan dan peristiwa pentmg

Pasal 17

Penduduk: Warga Negara Indone51a waij melapor kepada Kepala desa/lurah dengan o

'. menyerahkan persyaratan sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan

lfPasall: S iin

)

Proses penerbitan KTP d1 Desa/Kelurahan sebagalmana dimaksud pada ayat (l)

e *dllakukan dengan tata cara:

: a.' Penduduk meng151 dan menandatangam formuhr permohonan KTP Warga: Negara g

Indonesia;  ~

.b.‘Petugas reglstra51 mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

. Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi‘melakukan verifikasi dan validasi data;

oo d Kepala desa/lurah r?enandatangam formulir permohonan KTP;

FOR

‘ dllakukan dengan tata %cara

e. Petugas regxstrasx menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk

~ dilaporkan kepada Camat

Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf e,

b a. Petugas reglstra51 melakukan ver1ﬁka31 dan val1da51 data penduduk

- b ‘Camat menandatangam formulir permohonan KTP

-C. Petugas reglstra51 KTP ‘Kecamatan mencetak KTP dan menyampalkan tormuhr ’

permohonan KTP yang dxlampm dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada
_ N ,

Dmas

- d. Kepala Dinas menarlldatangam KTP.

)

Petugas xeglstra51 Dmas setelah menerima berkas permohonan KTP dari Kecamatan

: ,. melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan. -
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: Pasal 18 : :
' (1) Orang Asing yang mem111k1 Izm nggal Tetap waij melapor kepada Dmas dengan

membawa persyaratan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15.
: (2) Dinas memproses Penerbltan KTP Orang Asmg sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),

- dengan tata cara : E e | |

a. Orang Asing. yang mem111k1 Izin Tinggal Tetap meng151 dan menandatanoam o

formulir permohonan KTP Orang Asmg,
b Petugas reglstra51 melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
; c‘. Petugas reglstra31 melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
e d Kepala Dinas menerbltkan dan menandatangam KTP
| f | ~ Pasal 19

Penandatangan I\TP nleh Kepala Dinas sebag,almana dlmaksud dalam pasal 17 ayat (3)

huruf d dan pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara Scanner dan stampel |

dlbubuhkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. ‘ |
_ 1 5 ~ Pasal 20 ‘
o Dalam hal KTP dxterbxtkan karena perpanjangan KTP lama dltarlk oleh Kecamatan dan‘
: \dllaporkan kepada Dmas
‘Pasal 21 | |
y (1) Dalam KTP dlmuat pas photo berwarna dari penduduk yang iber‘sang‘kutan, dengan
g : ketentuan | | e S N
a Penduduk yang lahlr pada tahun ganjxl latar belakang pas photo berwarna melah ’4

~atau

b Penduduk yang 1ah1r pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
: (2) Pas photo sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3cm dengan ketentuan

O% tampak wajah dan dapat menggunakan Jllbab

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Plndah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
Dalam Wllayah Negara Kesatuan Republlk Indone51a '

Pasal 22 '

(1) Persyaratan dan tata Ecara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia

‘ f
H &
; }

&

dalam  Wilayah Negara Kesatuan Republll\ Indonesia  dilakukan dengan

memperhatlkan kla51ﬁka51 perpmdahan penduduk

17



(2)

|
|
)

Kla31ﬁkasx perpmdahan penduduk sebagalmana dlmaksud pada ayat (), sebé‘gai
berikut :

a. dalam satu desa/kielurahan;

. . Vi
b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;

i ~C. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota

: 'd antar kabupaten atau kota dalam satu provm51 atau

e. antar provinsi.

o

Pasal 23

»Pelaporan pendaftaran perpmdahan penduduk Warga Negara Indonesia. dengan
I

kla51ﬁka31 sebagalmegma dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf' b, huruf c, huruf d,

o

dan huruf e, dllakukan dengan memenuh1 syarat berupa

: a. surat pengantar RT/RW

b, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

Surat Keterangan Pmdah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30

- (tiga puluh) hari kerja

- ®

Pada saat dxserahkan Surat Keterangan Pindah sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

- kepada Penduduk KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang

@

W

)

' menerbltkan Surat Keterangan Pindah.

‘Surat Keterangan Pmdah sebagaimana dlmaksud pada ayat (3), berlaku sebagai

penggant1 KTP selama KTP ‘baru belum d1terb1tkan

| } f ‘ Pasal24 , o
Penduduk Warga Negara Indonesm yang bermaksud pmdah dengan klamﬁkasy
sebaga1mana dxmaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meldpor kepada Kepala |
desa/lurah dengan memenuh1 syarat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23.

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesna di Desa/Kt.lurahan sebagaimana

~ dimaksud pada ayat’ (1) dilakukan dengan tata cara seba;;al berikut:

. Penduduk menglsl dan menandatangani Formuhr Permohonan Pmdah

: b.’;Petugas reglstra51imencatat “dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan. dan

e Peristiwa Pentmg, ‘

i

c Petugas reglstra31 melakukan verlﬁkasx dan validasi data penduduk

. Kepala desa/lurah atas nama Kepala Dmas menerbltkan dan menandatangam Surat

'Keterangan Pmdah Datang, dan ‘
Ve.’ Petugas reglstrasl mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi

: ‘Pehdudu‘k.k :
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(3|

)

3)

(1

(2)

8

3
£
I

Surat Keterangan NPmdah DatangD sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf d
digunakan sebagai dasar untuk ,
a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pmdah
b. proses penerbltan KK dan KTP dengan alamat baru dan
c. perekaman ke dalgm database kependudukan.
| i . Pasal 25
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pmdah dengan kla51ﬁl<a51
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala

desa/lurah dengan mg;menuhl syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

'(2) Pendaftaran pendudfﬁk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi:dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

b. Petugas registrasi‘i} mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

f
Peristiwa Penting;

. Petugas registrasi r'nelakukan verifikasi dan validasi data pedduduk'

(L

d. Kepala desa/lurah {atas nama Kepala Dinas menerbltkan dan menandatangani Surat
i

Keterangan Pmdah

e. Petugas reglstras1£ mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi
Penduduk; dan

. Surat’ Keterangan Pmdah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan. kepada

s’

penduduk untuk dllaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.
Surat Keterangan Pmdah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunékan
qebagal dasar :
a. proses perubahan KK bag1 kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pmdah
“dan ‘ '
b. perekeman ke dalam database kependudukan.

Pasal 26

Penduduk Warga ‘I\ egara Indonesia sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 25.

melaporkan kedatahgannya kepada Kepala desa/luréh tempat tujuan dengan

menunjukkan Surat Keterangan Pindah. v | )

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana

dimaksuc pada ayat (1}) dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi élan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk
mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; Petugas reglstrasx mencatat dalam
Buku Harian Perlstxwa Kependudukan dan Peristiwa Pentmg,

b. Petugas registrasi. melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

c. Kepalc desa/lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah Datang
|
i
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Surat Keterangan Pmdah Datang sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huxuf d,

dlgunakan sebagm dasar o
a. proses penerbltan KK dan KTP dengan alamat baru dan.
b. perckaman ke dala}m database kependudukan. -

‘ 1 o Pasal 27

kPenduduk Warga Negara Indone51a yang bermaksud pmdah dengan klasifikasi

~ * sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 22 ‘ayat (2) huruf ¢, melapor kepada Kepala

@

L ,dlmaksud pada ayat (»1) dilakukan dengan tata cara:

desa/lurah dengan memenuhl syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagalmana' '

- a. Penduduk menglsl dan menandatangam Formuhr Permohonan Pindah

b Petugas reglstra51 melakukan verlﬁka51 dan vahdasx data penduduk;

fc,Petugas regxstrasx mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

. Peristiwa Pentmg,

d Kepala desa/lurah mengetahm dan membubuhkan tanda tang,an pada Surat

: Pengantar dari RT/ RW

e 'Petugas reglstrasn mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasf

RON

f selanjutnya dlproses sebaga1 berlkut

: o
_ Penduduk; dan }

:, f. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir - Permohonan

';,.Pmdah sebaga1mana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana
' dimaksud pada huruf d kepada Camat | 4 '

Formulir Pendaﬁaran!Permohonan Pindah sebagalmana dlmaksud pada ayat (7) huruf
K : ,

i

¢

,‘a Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk

~b. Camat atas nama Kepala Dmas menerbitkan dan menandatang,am Suxat Keteransaan

ysebagal dasar: |

Pmdah dan E AR

c. Surat Keterangan Pmdah sebagalmana dxmaksud pada huruf b dlserahkan kepadq

penduduk untuk dllaporkan ke daerah tujuan.

Surat Keterangan Pmdah sebagalmana dimaksud- pada ayat (3) huruf b dlgunakan v
T

E
: L

a.’ proses perubahan KK bag1 kepala/anggota keluarga dalam KK yang tldak pmdah

‘dan

b perekafnan ke d_alérin database kependudukan. =

Vo
ot

| z ~ Pasal 28

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 27,

: melaporkan kedatangannya kepada Kepala desa/ lurah di tempat tujuan dengan

, menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

1
|
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(2)

- G)

).

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia d1 Desa/Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk meng;s; dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Pentmg,

¢. Petugas registrasi | melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

d. Kepala desa/lurah menandatangam dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah
Datang sebagalmana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.

Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

“selanjutnya di Kecamatan diproses sebagai berikut :

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

;b Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang

Surat Keterangan Pmdah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (g) huruf b,

digunakan sebagai da}sar

a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan

()

[0}

b, perekaman ke da(tx;m database kependudukan.

g

3 Pasal 29
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan- klasifikasi
sebagaimana dimaksuid dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada

Kepala desa/lurah dérf_gan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

‘7Pendaftaran pendud&k Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan - sebagaimana

- dimaksud pada ayat (i) dilakukan dengan tata cara:

| ,(3) |

a. Penduduk mengisi %dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

b. Petugas reglstra51 'mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan

’»Perlstlwa Pentmg, |

7 ¢. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk

d. Kepala desa/lurah ;menandatangam Surat Pengantar Pmdah antar kabupaten/kota
atau antar provinsi; - ,

e. Petugas registraéiimencatat dalam Buku Induk Penduduk -dan Buku Mutasi
"Penduduk; dan 3 | |

f. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan
Pindah sebagalmana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah
isebagalmana dlmaksud pada huruf d kepada camat.

Formuhr Permohonan Pinah sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf f selanjutnya

di Kecamatan dlproses sebagi berikut : ' ‘

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; -

;
|
'
B
\
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b. Camat menandatangam Surat Pengantar Pmdah antar kabupaten/ ankota atau antax’

provinsi sebagalmana dimaksud. pada ayat (2) huruf f dan

o c Petugas reglstra31 menyampalkan Formullr Permohonan Pmdah seba&almana |

@

o dasar

o dlmaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaxmana dimaksud

' kpada ayat (3) huruf b diatas kepada Kepala Dinas sebaga1 dasar penerbltan Surat

Keterangan Pmdah
!

Kepala Dinas menerbltkan dan menandatang,am Surat Keterangan Pmdah serta

f menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tu)uan

Surat Keterangan Pmdah sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) dxgunakan sebagai

. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tldak pmdah ’

RO

; _dan’_

~b. perekaman ke dalam databése 'ke‘penc_hkxdukén. |

Pasal 30‘

Penduduk Warga lNegara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 23,

v' melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan deng:an

~ menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

o

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan - sebagalmana

dlmaksud pada ayat ( ) dilakukan dengan tata cara:

" a. Penduduk menglsl dan menandatangam Formulir Permohonan Pindah Datang;

b. Petugas ,reglstram mencatat dalam Buku Harlan Peristiwa Kependudukan dan

Perxstlwa Pentlng, o

Sc. Petugas registrasi melakukan Verlﬁka51 dan validasi data penduduk dan

o d.{Kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pmdah

(3)

. Datang sebagalmana dlmaksud pada huruf a diatas kepada camat.

APendaftaran penduduk d1 Kecamatan sebagalmana dimaksud pada (2) huruf d

, dllakukan dengan tata cara

‘ a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan

Vb ‘Camat menandatangam Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan -

kepada Kepala Dmas sebagal dasar penerbltan Surat Keterangan Pindah Datang.

4) 'Kepala Dinas menerbltkan dan menandatangam Surat Keterangan Pindah Datang.

(5)-Surat Keterangan Pmdah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), d1guna]\an ;

sebagai dasar: %

" a. proses penerbxtan KK dan KTP dengan alamat baru dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan. -
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| -
‘; : Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmxgras1

Pasal 31

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :

a.

o oo

)

1y

(2)

4y

2)

Surat Pengantar RT/RW
KK;
KTP; .
Kartu Seleksi Calon Transmlgran dan
Surat Pemberltahuan Pemberangkatan '
: ‘»‘ Pasal 32
Setlap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, hurufc, hurufd, dan hurufe berlaku persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Pasal 26, Pésal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan ini.
Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh mstan51 yang menangani urusan transmigrasi.
i Paragraf 3
| Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Da]am Wilayah Negara Kesatuan Republlk Indonesia
E% - Pasal 33
Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas dan Orang Asmg yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik‘ Indonesia dilakukan dengan memperhatikan  klasifikasi
perpindahan penduduk .
Klasifikasi perpmdahan Orang Asing sebagalmana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikut: g
a.dalam kabupatenkoita;
b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
¢. antar provinsi. 5
' ‘ Pasal 34
Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
dalam wilayah Negara Kesatuan Repubhk Indonesia, dilakukan dengan memenuhi
syarat berupa: t
a. KK; : %
b. KTP untuk orang ’asmg,
c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
d. Fotokopi Kartu Izm Tinggal Tetap;
e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
f.  Surat I\eterangan Catatan Kepolisian.

Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal

Terbatas dalam w11ayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan

. memenuhi syarat berupa.

~a. Surat Keterangan :Tempat Tinggal;

b. Fotokopi Paspor

c. Fotokopi Kartu Izm nggal Terbatas dan

d. Surat Kejcerangan Catatan Kepolisian.
' &
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€)

4

(D

@)

- Desa/Lurah. -

‘i
\

\ ' "A“Pa»sal 35

Orang Asing yang mefniliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki

- Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa

persyaratan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 34,

Pendaftaran Orang %Asmg di Dinas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dil akukan

dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah

Datang; o
Vol

b. Petugas registras:i melakukan verifikasi dan validasi data;
Kepala Dinas mienandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;

d. Petugas mérekarin data dalam database kependudukan; dan

~e. Petugas menyarﬁpaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang képada

kepala desa/lurah tempat tinggal asal.

Surat Keterangan Pmdah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢

~digunakan sebagai dasar

a. Perubahan KK b§ag1 kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pmdah
b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang

Asing yang mem111k1 Izin Tinggal Terbatas; atau

&

Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap

Dinas menyampalkap data Pindah Datang Orang‘ Asing kepada Camat dan Kepala

E ,

' E ~ Pasal 36 ‘

Orang Asing yang mem111k1 Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asmg, yang memiliki

Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf ¢, melapor kepada Kepala Dinas dengan

membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ;

Pendaftaran Orang Asmg di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tata cara: B

a. Orang Asing mer}éisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah
Datang; : E

b. Petugas melakuka%n verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Dinas mcniandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan

kepada Orang Asi%lg untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
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|
“Surat Keterangaﬁ Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

digunakan sebagal dasar perubahan KK bag1 kepala/anggota keluarga dalam KK vang

tidak pindah.

!
s
il

t

Pasal 37

:\Orang Asmg Vang mem111k1 Izin nggal Terbatas atau Orang Asmg yang memxhkx - |

'kIzm Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi ‘sebagaimana d1maksud

dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada

- Kepala Dinas daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.

@

Pendaftaran Orang Asmg di Dlnas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllakukan :

= dengan tata cara: |

a. Petugas melakukan verlﬁkasx dan validasi data

| : ‘b Kepala Dinas mé:nandatangam Surat Keterangan Pmdah Datang, dan

@

Petugas merekam data dalam database kependudukan

Surat Keterangan Pmdah Datang sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b -

dlgunakan sebaga1 dasar

a. penerbltan KK dan KTP dengan alamat baru bagl Orang Asmg yang. mem1hk1

1zin Tinggal Tetap, atau |

' b penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat ba1 u bagl Orang

Asmg yang mem111k1 Izin Tinggal Terbatas

Dmas menyampa1kan data Pindah Datang Orang Asmg kepada Camat dan Kepala .
|

' Desa/ Lurah

; ; ~ Bagian Ketiga
'Plendaftaran Pindah 'Datang Antar Negara

LR
Lt

"E - ~ Pasal 38

’ ,Perpmdahan penduduk ant?r negara, mehputl kla51ﬁka51 sebagal berikut:

as

o pmdah ke luar negcrl.: :

(OR

Indone51a

Penduduk Warga Negara Indonesia pmdah ke luar neger1 untuk menetap dalam -

 jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut turut;

Warga Negara Indonesm datang dari  luar “negeri: karena pindah dan menetap di

1
i

: . Orang Asing datang dar1 luar negerx dengan Izin nggal Terbatas;-

. Orang Asing yang mélﬂlllkl Izin nggal Terbatas atau lzin nggal Tetap yang akan ‘

. ‘1 ~ Pasal 39

Pandaftaran bagi penduduk ‘Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 38 huruf'a dilakukan setelah memenuh1 9yarat berupa

. Surat pengantar pmdah dar1 RT dan RW

b.: KK; dan | { ;
c. KTP. 1
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@
dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa pasp01 -
(O

- dalam Pasal 38 huruf ¢ dilakukan dengan memenuhi syarat berupa

@)

L}
t
-
n
o
|

|
A

Pendaftaran baguWarga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana -

~atau dokumen penggant1 paspor.

Pendaftaran bagl orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dlmaksud '

}

a. Paspor; dan !

|

b, Izin Tinggal Terbatas

,Pendaft&an bag1 Orang Asing yang akan pmdah ke luar negerl sebagaimana

'dlmaksud dalam Pasal 38 huruf d dilakukan dengan memenum syarat berupa

“a. KI\ dan KTP bagl Orang Asmg yang memiliki izin tinggal tetap; dan’

)
' dimaksud dalam Pgsal 38 huruf a, melapor kepada Kepala desa/lurah dengan

b Surat Keterangan Tempat nggal bagi Orang Asmg yang mem]llkl izin tmggal‘
~terbatas. | § ‘ '
, | ;

Pasal 40’

Penduduk Warga Negara Indonesxa yang akan pmdah ke luar negen sebagalmana

: ‘membawa syarat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

B

Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesm di Desa/Kelurahan sebagalmana

. dlmaksud pada ayat (1) dxlakukan dengan tata cara:

a. Penduduk menglsl dan menandatangam formulir Surat Pengantar Pmdah ke Luar

Negerl

i
[

l
A

b Petuga< reglstraéx mencatat dalam Buku Harlan Perxstlwa Kependudukan dan

: Perlstlwa Pentmg,

.c. Petugas reglstraSI inelakukan verlﬁkasx dan vahda51 data penduduk

(3)

‘_‘d Kepala desa/lurah mengetahul dan menandatangam serta’ meneruskan Surat

Pengantar Pmdah ke Luar Negen sebagaimana dlmaksud ddlam huruf a kepada -
- Camat; dan “ | N
e. Petugas reglstram ménca{ét dalam Buku Ind’uk Penduduk dan BUku Mutasi .
‘Penduduk. | | | |

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf d,

t

; dllakukan dengan tata cara:,

P
K

a. Surat Pengantar Pmdah ke Luar Negeri dari penduduk dxketahm Camat dengan E

membubuhkan tandatangan

' b Petugas melakukan »verlﬁkam dan validasi data penduduk

: c. Petuga:. meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negen l\epada Dmab dan

- d. Petugas reglstra51 merekam data dalam database kependudukan




(4)

|

I
Pendartaran penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf'c, dllakukan dengan tata cara:

a.

R

Petugas menerlma Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk- disertai

persyaratan sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf ¢;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

c. Kepala Dinas rr:}einerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar

~ Negeri; 3

d. Petugas registrasiimencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan
Pindah ke Luar Negen

e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut
oleh Dmas dan 5

| .
~ f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, -

m

)

@)

1)

@

" Dinas melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.
Pasal 41 '
Surat Keterangan Plndah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(4) huruf” ¢, dlgunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan

Republik Indonesia negara tujuan.

Pelaporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dlcatat di perwakilan Republik

Indonesia dalam buku register Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- }

Ketentuan lebih lanjut mengenai buku register Warga Negara Indonesia di [uar negeri '

diatur oieh Menteri.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf b, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2). _

Dinas melakukan penglaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
a. Warga Negara Indzonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan

‘Datang dari Luar Negerl

b Petugas melakukan verifikasi dan vahdasx data;

3)

c. Kepala Dinas menerbltkan dan menanda-tangani Surat Keterangan Datang dari
Luar Negeri, KK dan KTP; dan '

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan. ,

Warga Negara Indonesm yang telah mendapatkan KK dan KTP: ‘sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, melaporkan kedatangannya kepada camat, Kepala

- desa/lureh dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang

¢

dari Luar Negeri.
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(4) Kepala Desa/Lurah

)

@

melakukan pendaflalan Warga Negara Indonesia yang melaporkan

kedatangannya sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi

mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku
Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 43 _
Qrang Asing yang idatang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

hurufc, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (3).. ‘

: Dinas melakukan ﬁebdaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing

| - Tinggal Terbatas;é

; 'b. Petugas melakuka}n verifikasi dan validasi data;

€)

(4)

[

¥)

©)

c. Kepala Dinas meﬁerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal;

- dan !

E

" d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

Dinas menyampaikafn data Pindah Datang Orang Asing kep'ada Camat dan Kepala
Desa/Lurah.

Kepala Desa/Lura{hé melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan
kedatangannya sebaéaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi
mencatat dalam Buku Harlan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku
Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

: ! Pasal 44

Orang Asing yang n{emlllkt Izin Tinggal Terbatas yang berubah status mcmadl Izin

nggal Tetap, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan

a. Paspor; | §

b. Surat Keter’angan“ fempat Tinggal; :

¢. Kartu Izin Tinggél iTétap; dan

d. Surat Keterangan: A(%;atatan Kepolisian.

Pendaftaran Orang A%sing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan tata cara: E -

a.jOrahg Asing mén?gisi. dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing
Tinggal Tetap; i

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; ;

c. Kepala Dinas menerbltkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan

d. Petugas registrasi' merekam data dalam database kependudukan.

Dinas menyampalkan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala

desa/Lurah.
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(4)

[

!

:i
\

i

Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asmg yang melaporkan

kedatangannya sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi

| ‘mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku

a

)

®)

- Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 45
Orang Asmg yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf d, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud

, dalam Pasal 39 ayat! (4).

Pendaftaran Orang Asmg di Dinas sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tata cara; |

-a. Orang Asing mer";gisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar

- Negeri; |
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
c. Kepala Dinas menyxmpan KK dan KTP Orang Asmg atau Surat Keterangan Tempat
 Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
e. Petugas menyampalkan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negen kepada camat
- dan Kepala desa/lurah tempat domisili. .
Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asmg yang telah pindah ke luar
negeri sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi

mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku

.' Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

3 | Pasal 46

!

. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan mehputl klaSLﬁkaSI

a
b.

C.

d

()

Penduduk korban bencana alam;

Penduduk korban bencana sosial;

‘ 'Orang terlantar; dan K

Komumtas terpencil. | 7 _
. Pasal 47

Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial

. sebagaimena dnmaksud dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas

- dengan menyedlakan.

a. Formulir pernyataanakehilangan dokumen kependudukan;

: |
b. Formulir pendataan;; -

¢. Dokumzn kependudttxkan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas.

_
.
i
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Pendataan orang terlantar sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal 46 hurut c, dxlakukan

oleh Dmas dengan menyedlakan

a. Formuhr pernyataan tldak memiliki dokumen kependudukan
b Formuhr pendataan

,Pendataan komumtas terpencil sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 46 hurur d.

dilakukan oleh Dmas dengan menyedlakan

a. Formulir keterangan atau pengakuan dan Kepala Suku/Adat setempat

“b. Formulir pendataan

‘Pendataan penduduk rentan admlnlstra51 kependudukan dllakukan T1m Pendataanrb

© yang dlbentuk oleh Bupatl ,

| (~:) |

»Pendataan pendhdu‘k? korban benkcan‘é alam dan penduduk korban bencana sosial -

| E ‘ ~Pasal 48

: | sebagaimana'dimakéﬁd dalam Pasal 47 ayat (’1) dilakukan déngan tata cara:

. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;

a
b. mengisikan formuhr pendataan untuk dxtandatangam penduduk

c. “melakukan verlﬁka31 dan validasi:

- d mencatat dan merekam data penduduk untuk dlsampalkan ke Dinas; dan

e membantu proses penerbltan Surat Keterangan Penggantl Tanda Idermtas dan Surat

o

o
, dengan tata cara: - ||

: Keterangan Pencatatan Slpll

'Pendataan orang terlantar sebagalmana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dllakukan =

1
. membuat data lokasx orang terlantar

a.
' b mendatang1 orang terlantar :

C. imenglslkan formuhr pendataan untuk dltandatangam penduduk; - -

o d. 'melakukan venﬁka51 dan vahdasn

o

. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan

f. membantu proses. penerbltan Surat Keterangan Orang Terlantar

Pendataan komumtas terpen011 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), .

: :‘dllakukan dengan tata cara

@

mendatangl lokasi komumtas terpenc11

a N
b. mengls1kan formuhr pendataan umul\ dltandatangam pendudul\

" C. melakukan verlﬁka51 dan vahdasn

L

d 1 mencatat dan merekam data penduduk untuk dxsampaxkan ke Dinas; dan

e e. membantu proses penerbltan Surat Keterangan Tanda Komunitas.

Kepala Dinas menerbltkan dan- menandatangam Surat Keterangan Pengganti Tanda
i .

s Identltas dan Surat Keterangan Pencatatan Slpll sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

" huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagalmand dimaksud pada ayat (2) huruf

o f dan Surat Keterangan Tanda Komumtas sebagaxmana dlmaksud ayat (3) hurufe.

= ;
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(5) Surat Keterangan sebagalmana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala
Dmas menerbxtkan dokumen kependudukan sesual dengan peraturan perundangan-
~undangan. y
| Bagian Kelima
Pelaporaini Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
| § Pasal 49
(1) Penduduk yang ticia1< mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendafttaran
penduduk dapat dil?aéntu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Penduduk sebagaith%ma dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu
- karena faktor umur, Esakit keras, cacat fisik atau cacat mental. |
(3) Orang lain sebagalm?na dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang
_ d1ber1 kuasa. .
| : Pasal 50
Pelaporan penduduk'yah‘%g tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasa’l 49 ayat (1),
dilakukan dengan pengisiém formulir yang telah ditetapkan.
| E‘ ~ Pasal 51
Dinas atau pejabat yang ‘bvérwen.ang wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk

dalam Jangka waktu sebagzn berikut :

a. KK atau KTP paling | lambat 6 ( enam ) hari kerja;

b. _'Surat Keterangan Pmdah palmg lambat 6 ( enam ) hari kerja;
.¢.. Surat Keterangan Pmdah Datang paling lambat 6 (enam) hari kerja;

d.  Surat Keterangan Pmdah ke Luar Negeri paling lambat 6 (enam) hari kerja;

Surat Keterangan Datgng dari Luar Negeri paling lambat 6 (enam) hari kerja,_
f.  Surat Keterangan Beriempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
~ Terbatas paling lambat 6 ( enam ) hari kerja;
'g. Surat Keterangan Kélélhiran paling lambat 6 (enam ) hari kerja;
h. Surat Keterangan Lahir Mati palang lambat 3 (tiga) hari kerja;
i.  Surat Keterangan Kg:rrilatian paling lambat 3 ( tiga ) hari kerja;
j 1Surat Keterangan Pen{batalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari kerja; dan
" k. Surat Keterangan Peh%batalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari kerja:
| ] F Bagian Keenam |
Pendaftaran Penduduk %dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa
Pasal 52
Penerbitan Surat Keteraﬁéan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
~dilakukan  berdasarkan iﬁendataan pejabat yang berwenang, validasi data berdasarkan
keterangan penduduk. :ﬁ

:
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Bagiyar‘l 'Ketuj uh B

:F ormuhr dan Buku Pendaftaran Penduduk

1 Pasal 53

Ketentuan mengena1 Formullr dan Buku yang dlgunakan dalam Pendaftaran Penduduk
mengacu pada Peraturan perundano = undangan yang berlaku
' BAB IV
PENCATATAN SIPIL
' Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahlran
| Paragprdf 1
uE Pencatatan Kelahitan d1 Indonesia
e ,/ 4 Pasal 54
V ( 1)"., ”'Setiap‘ peristiwa keiahiran dicatatkan pad.a‘D’inas di.kteVmpat térjadinya kelahifan.
L . - g 2) Pencatatan ’peristi\‘&;a kelahiran ’sebagaim’ana dimaksud' pada ayat (1), dilzixkukan df;ngaﬁ

b mempelhatlkan

*a. tempat domisili 1bun}a bagi- penduduk Wdl ga Negara lndoncsla _
b di lual tempat dom15111 1bunya bagi penduduk Warﬂa Negara Indonesxa
. tempat dOlTllSlh 1bunya bagi penduduk Oranﬂ Asm

c.
d. di luar tempat dommh 1bunya bag1 penduduk Oranﬁ AsmO :

,(D~

Ordno Asmo pemeg’mg Izin Kunjungan; dan

anak yang tldak dll\etahm asal usulnya atau kebeladam omng tuanya.
: : Pasal 55 s |
(1) Pencatatan kelahirén"penduduk Warga Negara ,Ind(jneéia sébagaimahé cvlirhaksud'

' : dalam Pasal 54 dya (2‘)‘ huruf a dan huruf b, dilakukén dengan memenuhi syarat -
- ’ ‘ e S berupa o | o |

a. Surat kehhnan dau dokter/bldan/pcnolong_) kelahxr'm/ chala des*a/ Lurah

. F
b. nama dan 1den11tas saksi kelahuan

c. KK orang tua;

| ’,d KTP orang tua; dwﬁn |
e Kutlpan Akta ledh/Akta Pexkawman orang tua 7
" (2) Dalam hal pelapman ke]ahlran tidak dlsertal kutipan akta mkah/akta perkawman orang
: -vtua sebagannana dmmksud pada ayat (I) hmuf €, pencatatan kclahlran tetap‘ 3
N ;‘d]aksanakan ’ E B B
- (3) Pencatatan l\elahmmk Orang Asmg: scbagamland dlmaksud dcuam Pasal 54 d\ at (2) ‘
~ huruf ¢, huruf d dan hEuruf e, dilakukan dengan memenum syarat berupa:
oA Sux at l\elahlran dam doklex/bldan/pcnolong l\elahnan
: b Kutlpan Akta Nﬂ\ah/Aktd Perkawinan orang tua;
kc KK dan KTP orang, tua bagl pcmcgarw Izin nggal Tetdp

i!/
i
i
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! |
d. Surat Keterangan |Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang lzin Tinggal Terbatas;
| - . g
dan/atau ‘ ‘

e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
. (4) Persyaratan pencatat;”m kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) hurut
f, dengan melampirk.ian Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 56

Pencatatan kelahiran Penduduk Wawa Negara Indonesua sebagaimana dlmal\sud dalam

Pasal 55 ayat (1) dllakul\an dulg:an tata cara:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran

'
i

i

dengan menunjukan persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 avat (1)
kepada Petugas Remstrasx di kantor desa/kelurahan.
b. Formulir Surat Ketexangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a
| ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/ Luxah
c. Kepala Desa/Lurah bcrkewapban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran
kepada UPTDi untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
d. Dalam hal UPT belum ada, Kepala Desa/Lurah mcmampmkan ke kecamatan untuk
menemsl\an Formuhr Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas.
“e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat dalam Register Akta
Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada
Kepala DeSa/Lurah altau kepada pemohon.
‘ | Pasal 57 _ }
Pencatatan kelahiran. P;enduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tata cara:

‘a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran
dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan
menumukkan KTP 1bu atau bapaknya kepada Dinas. ‘

b, Pejabat Pencatatan Slpll pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan

| menerbltkan Kutlpan Akta Kelahiran.

» | f ‘ Pasal 58

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud ddlam p 3$ﬂl 54 ayat

(2) huruf ¢ dan huruf d, d\lakul\an dengan tata cara: ;

a. Penduduk Orang /\smg, mengist  Formulir Sumt Keterangan Kelahiran dengan
menyelahkan persyaxatan sebagaimana dlmal\sud dalam Pasal DD ayat (3) l\f,pada
Dinas. .

b.  Pejabat Pencatatan §ipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan

menerbltl\an Kutlpan Akta Kelahiran.
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Pasal 59

|

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e,

. B
dilakukan dengan tata cara:
a

a.

M

(2)

Dinas. : )

Orang Asing mengi;si Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan
persyaratan sebagafrrilaxla dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada
, ‘ o .

Pejabat Pencatatan $ipil pada ‘Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipani Akta Kelahiran.

| ‘ | Pasal 60

Dalam hal terjadi periistiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup
kelahiran sebagaimafna dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dalam daerah  dapat

diberikan surat ketefe%ngan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.

‘Pejabat/petugas sebiagaimana “dimaksud pada ayat- (1), adalah Kepala desa

/dokter/bidan pada kl;inik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara.
. % ' Pasal 61

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

sebagaimana dimaksud da?lam Pasal 54 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

a.

(1)

)

(1)

Pelapor/pemohon méngisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan
vBerita-Acara'Pemerilgsaax1 Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4)
kepada Dinas. ‘ | ‘ ’
Péjabat Pencatatan:S‘;ipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran vang Melampaui Batas Waktu

Pasal 62

Pencatatan pelaporani kelahiran yang melampaui batas_ waktu 60 (enam puluh) hari
sampai dengan 1 (éatu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan
ketentuan mengenai i‘persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas. ‘

Tata cara pencatatan i)elaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
ketentuan mengenai“ t;ta cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal
55, Pasal 56, dan Pasal 57,

| | | L Pasal 63 , v

Pencatatan pelaporzin% kelahiran yang mclampaui batas waktu 1 (satu) tahun scjak
tanggal kelahiran, dilékllkall sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan
kelahiran Sebagaimal;m dimaksud dalam Pasal 55 setelah mendapatkan penctapan
Péhgadilan Negeri. | ’
8
2
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5 ‘(2) Tata cara pencatatan Epelaporan kelahlran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berlaku

ketentuan mengenal tata cara pencatatan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal
55 Pasal 56, dan Pasal 57.

Paragraf 3
~ Pencatatan Lahir Mati
Pasal 64

- (1) Pencatatan peldpordn lahir mati, dilakukan dt,nndn memenuhi syarat:

a. Surat penaamar RT dcm RW dan

b ketcrang,an lahlr matl dari do]\tu /bidan/penolong kelahiran/ kepala desa / kepala

z
L

kelurahan S

H
i

(2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa/Lurah menerbltkan dan menandatangam Surat Keterangan Lahir Mati
~ atas nama Kepala Dmas

(3) Kepala Desa/Lurah berlxewqijan mengirim Surat Kelexangan Lahir Mau lepada _
Petugas perekaman data kcpcndudukan d1 kecamdlan

4 : Pencatatan pelaporap lahir mau Orang Asing dxlakul\an oleh Dinas.

p ‘ . BagianKedua

0 Pencatatan Perkawinan

Paragraf |

‘ ‘Perkawinan di Daerah

‘ o o Pasél 65

(1) Pencatalan perkawman dilakukan di Dinas atau UPT tempat terjadinya per l\a\\man

:(2) Pencatatdn perka\mnan scbagalmdna dimaksud pada ayat (1), dllakukan dengan
memenuhx syarat berupa | } ; ' ' ' | -
a. Surat kctexdng_,dn tclah tarjddmva perkawinan dan pemuka agama/pc,ndcm atau surat

perkawman Penghfiy'it Kepercayaan yang ditanda tangani oleh- Pemuka Penuha\ at’

Kepercayaan E
» b. KTP suami dan iété:ri:
c. Pas foto suami ddn isteri;
d Kutlpan Akta Kelahlran 'suaml dan isteri;
e. Paspor bag suaml dlau isteri Orang Asing.
(3) Pencatatan perkawman sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denazm tata
: cala : o E
-a. Pasang,an suami d:m isteri mengisi formulir penuudtan pul\dmnan pada U Pl atau
‘pada Dinas dcng,an mclamplrkdn persyaratan scbaucumana dimaksud pddd ayat (2):

b Pejabat Pencatatan Sxpx] pada UPT atau Dinas mcncatal pada Register Akta

Pcrkawmdn ddn mcnerbltkan Kuupan Akta Pcrl\amndn

i
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()

Q)

(1)

@

3

@

©

|

|

c¢. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada

ma51n0-masmg suam1 dan i 1ster1

d. Suami atau xstn berLewayban melaporkan ha%xl pencatatan perkawinan l\cpada

Dinas atau UPT 1empat domlslhnya

z _ Pasal 66
Data hasil pencatqteim KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan
kepada Dinas untuk g}irekam ke dalam database kependudukan.
Dzta hasil pencatafa{d KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l),k tidak
dimaksudkan untuk ﬁ;enerbitan kutipan akta perkawinan.

: g Pasal 67
Pencatatan perkawir%an berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas atau
UPT o - | | |
Pencatatan petkawin{an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
menunjukkan penetaiaan pengadilan.

Paragraf 2

- Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 68

Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dmds atau di UPT tempat tu;adm\a

pembatalan perkawman

Pencatatan pcmbatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan

yang telah mempunyax kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

Pencatatan pembatal(an perkawinan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
|

dengan tata cara: ! |

a. pasangan suami idan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formuliv
Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas atau UPT dengan melampirkan
persyatatan sebajgfaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatat;ail Sipil pada Dinas atau UPT mencabut Kutipan Akta Perkawinan
dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

¢. Dinas atau UPTgsebagannana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada

. K
Dinas atau UPTlte‘,mpat pencatatan peristiwa perkawinan.

Panitera Pengadilahgmengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan

perkawman scb”tgaxmana dimaksud pada ayat (2) l\cpada Dinas atau UPT tempat

pencatat'm pemuwa perkawinan.

D nas atau UPT scbaﬂalmand dimaksud pada ayat (4) mencatat dan mereckam dalam

databasc l\epcndudul\an
. i

.
v
i

.
P
r
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(2)

(1

(2)

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian -
Paragraf’ |
o - Pencatatan Perceraian di Daerah

Lt

E Pasal 69

e

Pencatatan perceraian cgiilakukan di Dinas atau UPT tempat terjadinya perceraian. 7

Pencatatan perceraian isebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan

salinan putusan pehgaailan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta

Perkawinan. N | ’

Pencatatan perceraialzj sEebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada
Dinas atau pada UPT dengan meldmplrkan salinan putusan penv'ldlldn dan Kutipan Akta

|
Perkawinan sebagalmana dimaksud pada ayat (2):

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Perceraian,
memberikan cdtamn pingg ir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta
Perkawinan serta menerbxtkan Kutipan Akta Perceraian:

c. Kutipan Akta Percqralan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-

i

masing suami dan ‘is'teri yang bercerat;

J

d. Dinas atau UPT sebagalmana dimaksud pada huruf b berkewayban memberitahukan hasil
pencatatan percer'uan kepada Dinas atau UPT tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
Dinas atau UPT sebagalmana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam dalam database
kependudukan. ‘ '
‘ ‘1 E Pasal 70
Data hasil pencatataﬁ ZKUA(Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan
penetapan Pengadilan }\gama disampaikan kepada Dinas atau UPT untuk dirckam ke dalam
B ‘
database kependumlkani

Data hasil pcnn.alatan KUA chamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (). tidak

dimaksudkan untuk pcnel bitan kutipan akta perceraian.

g Paragraf 3

\ Pencatatan Pembatalan Perceraian
o o Pasal 71
Pencatatan pembataiaﬁ perceraian dilakukan di Dinas atau di UPT tempat terjadinya
pembatalan perceralan e
Pencatatan punbatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dllal\ukan dcngan
menyerahkan salinan ‘putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah

memperoleh kekuatan liukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata

cara:

a. pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan
Pembatalan Perceraian pada Dinas atau UPT dengan melampirkan  persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



b. Pejabat Pencatatan Slpll padd Dinas atau UPT memberikan catatan pmnyr dan mencabut
Kutipan /\ktd Percemmn serta menerbitkan Surat Kelemngan Pembatalan Perceraian:
Dinas atau UPT 50@agannana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas atau
UPT tempat pencataﬁtan peristiwa perceraian.
(5) Dinas atau UPT menciatat dan merekam dalam database kependudukan.

i

Bagian Keempat

o Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 72

(1) Pencatztan kematian dllakul\an pada Dinas atau UPT di tempat tcrjadmv a kematian,

2) Pencatztan kematian sgbagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat
berupz: - i »
a. Surat Pengantar 'dan RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala
Desa’Lurah; ddn/atau |
b. Keterangan kemauain dari dokter/paramedis/ Kepala desa / kepala kelurahan.
(3) Pencatztan kematian sébagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a. Pelapor mengisi dzin menyerahkan Formulir'Pclaporan Kematian dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor
[
desa’kelurahan untu:k diteruskan kepada Dinas atau UPT;
b. Kepala Desa/Lurah Emenerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada vang

bers.mgkutan untuk’ dlg,unakan seperlunya;

i
{

c. Pejabat Pencatatan Sxpll pada Dinas atau UPT mencatat pada Register Akta Kematian dan
menzrbitkan K utlpan Akta Kematian;
d. Dinas atau UPT sebggmmana dimaksud pada huruf ¢ memberitahukan data hasil pencatatan
kematian kepada Di§1as atau UPT tempat domisili yang bersangkulan:
e. Dinas atau UPT “ttf:mp:-it domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan
merexam dalam datzilbase kependudukan.
E Pasal 73
(l) Pencatatan kematian’ bagl Orang Asmn di daerah dilakukan pada Dinas atau UPT di tempat
terjadinya kematian. t
(2) Pencatatan kematian bqgi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 memenuhi syarat benjpia:
a. Keterangan kem‘at:iain dari dokter/paramedis;
b. fotokapi KK dan KTP bagi Orang As'inﬂ yang memiliki lzin Tinngal Tetap;
c fotokopi Surat Keterangm Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal
Tertatas; atau
d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
(3) Pencatatan kematian ivagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan tata cara:

a. Pelzpor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas atau upT:

38



: ay;

@

)

(6)

S

o

o

C. salinan

-a.

_:‘_

|

Pudbat I’enuatatan Sipil pada Dinas atau l‘l’l mencatat pdda mecn Akta Kematian dan :

menerbitkan l\utlpdn Akta Kemdtmn
5

Dinas alau UPT sebagmmana dlm'ﬂ\SUd pada huruf b munbcrllalml\an data hasll pencatatan

- kematian kcpada Dmas atau UPT tempat dOlﬂlblll yang bcrsdngl\utml

Dinas atau UPT sebagalmana dimaksud pada huruf ¢ mencatat dan merekam dalam

database kependudukan tempat domisili.

Pencatatan  pelaporan

jenazahnya dan/atau tidak Jelas identitasnya dicatat pada Dinas atau UPT di tempat tinggal
, pelapor ' ‘ k

, Pencatatan pclaporan

Pasal 74

kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan -

kematian sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memenuln syarat berupa: »

aKK

b, Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan

pe nutap‘m

Jendzahnva

;
i

P

pengadilan - mengenai~ kematian yang hilang atau tidak diketahui

' Pencatatan l\ematlan sebagaunam dlmal\%ud pada ayat (1), dllakukan dulgan tata cara ;
Pciapor mengisi ddn menvcmhkan Formulir Pelaporan Kcnmtmn dengan mdanmnkm
pexsyamtdn sebwalmdna dimaksud pddd dvdt (2). I\epdda Dinas amu LPT,

. Pcr]bat Pcncatatan Slpll pada Dinas atau UPl mencatat pada Register Akta Kunatmn dan

~menerbitkan Kutlpan Akta Kematian;

C.

| e
Dinas atau UPT mencaidt dan merekam dalam database kependudukan.

Dalam hal pelaporan kemahan scscorang yang ditemukan ,cnazahnya tthpI tldﬂ]\ diketahui

ldentltasnya dlcalat oleh Dinas atau UPT di tempat dlketemukan _;enaz_dhnya.

Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). dilakukan oleh Dinas

Catau UPT berdasarkan

‘D'inas'atau UPT

mener

Surat Keterangan Catatan Kepolisian. |
bitkan Surat Keterangan Kematian. -
Paragraf2 -

Bagian Kelima ;

Pencatatan Peﬁgangkatan Anak, P'e‘ngakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

5 Pehcatatan Pengangkatan Anak Daerah

Pasal 75

Pencatatan pelaporan pengang,lmtan anak dilakukan pada Dmas atau UPT yang

menerbltl.an Akta Kelahlran

Pencatatan pvnﬂangkalan anak sebaszmmana dimaksud pada ayat (1) dllakul\an dengan

: memenul i svardt berupa fotokopi / salmdn

. penetapan pengadllan tentang peng,angkatan aml

b. Kuupdn Akta Kelahlrdn

c. KTP pemohon,

i
B
|



B
3 : | 1 . . / .
(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada avat (1). dilakukan dengan
lata cara: - |
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak
dengan melampxrkan persyaratan sebagnm"ma dimaksud pada ayat (2) kepada

Dinas atau UPT

b. Dinas atau UPT mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan:

c. Pejabat Pencatatzgm Sipil pada Dinas atau UPT memberikan catatan pinggir pada
Register Akta Kegahiran dan Kutipan Akta Kel\ahiran Anak.

Paragraf 2 |
: i Pencatatan Pengakuan Anak
! } Pasal 76
(1) Pencatatan pelapor%m pengakuan anak dilakukan pada Dinas atau UPT yang
menerbitkan Kutipar} Akta Kelahiran.
. = (2) Pencatatan pengakuém anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
memenuhi syarat beéupa:
a. Smat Pengantar d'm RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang dlsetuuu oleh ibu kandung:
¢. Kutipan Akta Kelahlran' dan
d. fotokopi KK dan KTP ayah blO](){;l% dan ibu kandung.
(3)  Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tata cara: |
a. Pelapor menglsi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dcng,dn
melampirkan persyalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau
UPT, ; 5 |
. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT mencatat dalam Reg,me\ Akta
' Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutlpan Akta Pcngakuan Anak:
c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada
Register Akta Keliahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; ;
d. Dinas atau UPTésebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf ¢ merekam data
pengakuan anak dialam database kependudukan.
B
Paragratf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 77

O
»
j
{
i
l

(1) Pencatatan pt.lapor Iil pengesahan anak dilakukan pada Dinas atau UPT tempat tinggal

pemohon.

I
E
1
i
i
t
r
$
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(2 ) Iencatatan peng,esahan anak sebdmxmfma dimaksud p’id'\ 'wat (h dlldl\llkdn dmu

o

; tata cara:

| E

R
| ‘};

|
an
memcnuhl syarat berupa |

a.- Surat Pengantar darl RT/RW dan diketahui Kepala Desa/L. urah;
b. Kutxpan Akta Keldhn an;

. fotokopi Kutlpan Akta Pelka\mnan

~d. fotokopl KK dan C

e. fotokopi KTP pemohon

“Pencatatdn pcnvcsahdn anak scbagalmand dimaksud pada dyat (l) d;lakul\an dgnuan

oA pemohon mengi51 ldan mcnvuahl\an lormullr Pddporan Pcngcsahan /\nak dengan

()

o

(3)

~ dengan tata cara:

e

. e. fotokopi KTP.

: melampnkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (”) kepada Dinas atau
UPT; i

b. Pejabat Pematatan Slpll pada Dmas atau UPT mencatat pada Register L\km
"j;Perkawman dan membuat catatan pinggir pada chlstcr Akta Kelahiran dan
-~ Kutipan Akta KC]E}hlI‘&l’]; | ’ ‘ _ ' :
. Dinas atau UPT éebagaimaha d‘imaksud péda huruf" b merekam data péngcszihun
anak dalam datakjﬁise ke’pendudukan. o
° tE | Bagian Keenam
: Pencatatan Perubahan Nama
l}‘ ' ~ Pasal 78 |
Pencatatan' pelapdré;n perubahan nama dilakukan pada Dinas | atau UPT  yang
menerbitkan Akta Pencamtan Sxpﬂ e
Pencatalan perubahan nama sebagalm'im dlmaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memenuhl syarat benupa
a. salman penetapan pengad1]an negeri tentang perubahan nama;

b. Ku‘upan Akta Catatan Sipil;

“¢. Kutipan Akta Perkawman bagi yang: sudah kamn

d. fotokopi KK; dan

Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

"a pemohon mcnglsl ddn mcmcxahkan Formulir Pc]apmcm Pcmbahan Nama dcn«_nm

melamplrkan pelwaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau

~UPT;

]
i

b, Pejab'it Pencatatan Slpll pada Dmas atau UPT membuat catatan pmggn pada

reglster akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

S C. Dmas atau UP1 scbagdlmana dimaksud pada hmuf b merekam data puubahan |

nama dalam databasc kcpcndudul\an

z

' ;
i .
!
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Basz ian Ketu]uh U

Pencatatan Pelubahdn Status Kewa1 ganeﬂaraaﬁ

» gy Paragraf 1

' Ptncatatdn Pcrubahan Status Kc\\ aroancgaman d1 Dcrah
‘ Paqal 79

Pencatatdn pelap01a11 pembahan status kcwatganegpara'm dari Waxga Negam Asing

i menjadl Warga Negaxa Indonema dilakukan pada Dmas atau UPT di tempat peustma

o)

per ubahan status Lewartrdncgdl aan.

Pencat’ttan pembahan status I\ewaxganewaraqn sebaﬂalmana dlmakqud pada ayat (1)

, |
‘dllakukan dengan memenuhl syarat berupa:

a. sahnan Keputusan Presiden mengena1 Pembahan Status Kewax g:aneg,araan menjadl

‘ .Wargd Negara Indonebla atau

',»b.~salman‘ Keputusan ~Menteri yang bidang  tugasnya . meliputi  urusan

T p

|
: kewarganegaraan

Kutipan Akta Catatan Slpll

. Kutipan Akta Perkawmdn bag1 yang sudah kawm

. e.fl‘otokopl KK; ‘ E
1. fotokopi KTP dan

-g. fotokopi Paspor

| e
$

Pencatatan pcmbahan status kcwarganeﬂaraan scbagalmana dlmaksud pada ayat (),

’ dllakukan denﬂan tata cara:

a. pemohon meng,ls1 dan mcnvcrahl\an Iormuhr Pclapoxan Puubahan Status

8 I\ewarganegaraan denﬁan melampirkan perswuatan sebanalmana dxmakmd pada 2,

\ - ayat (2) kepada Dmas atau UPT;

,b.lPe)abat Pencatatan Slpll pada Dinas - atau UPT membuat catatan pmgoxr pada

. register dkta catatan 51p11 dan kutlpan akta catatan sipil; -

~¢. Pejabat pada Dmas atau UPT merekam data perubahan status kewar ganeoaman

.

]berusm 18 (delapan belas) mhun atau sudah kawin harus men} atal\an memilih salah

f scbagalmana dlmalxsud pada hur uf b dalam database kependudukan
o e Pasal 80

Dalam hal anak Vang berkuvarwancg:al aan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun sctdah .

satu l\ewaiganeoaraavmya dan wajib melapor ]\L Dinas atau UPT. -

Wal\lu pelaporan sebaﬂalmana dimaksud pada ayat (1 pahm7 lambat 14 (empai belas)

,hau tethxtung sqak tanggal batas waktu )ang dltcntul\dn bercldsaxkdn peraturan

s perundang undanoan untuk mem}hh berakhir.

Anak scbagalmana dlmaksud pada ayat (1) wajib- mcn%mbdhkdn KTpP dan

menyemhkam KK scrta Akta Catatdn Slpll untuk diubah oleh Dinas atau UPT.
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(4)

©)

(1)

4)

Pejabat Pencatatan Slpll pada Dlms atau UPT membuat catatan pinggir pada register
akta catatan sipil dan kutipan akta catatan Slpll serta mencabut KTP serta
mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
Pejabat pada Dmas atau UPTD Dinas mereckam data perubahan status
kewarganegaraan s¢bagainiana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.
3 Bagian Kedelapan |
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
| Pasal 81 |

Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan

Sipil pada Dinas alau UPT tempat lcr]admva peristiwa penting lainnya.

Peristiwa penting lamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan

jenis kelamin,

Pencatatan perlstlwa penting lainnya sebagalmam dlmaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memenuhi S){arat berupa:

a. penetapan pengad:ilan mengénai peristiwa penting lainnya;

b. KTP dan KK yapé bersangkutan; dan

c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peri%tiWa penting lainnya.

Pencatatan purlst1w1 penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan tata cara: E

a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
-dengan melampifrkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Dinas atau UPT; . |

b. Pejabat Pencatatém Sipil pada Dinas atau UPT melakukan verifikasi dan validasi
berkas pelaporali peristiwa penting lainnya. dan mencatat serta merekam dalam
register perlstlwa penting lainnya pada database kependudukan; | "

-c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT membuat catatan pinggir pada
Register Akta Pcncatatan Slpxl dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

P
\

- Bagian Kesembilan
'Pelaporafn Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
o ‘

Pasal 82

Lo

(1) Penduduk yang tifdak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil

~ dapat dibantu oleh;Dinas atau UPT atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk qebagaiinana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu

karena faktor umm sakit keras. cacat fisik atau cacat mental.
i

(3) Orang lain sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dddldh keluarganya atau orang yang

- diberi kuasa.



Pasal 83

Pelaporan penduduk yang tldak mampu sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 82 ayat N,

dllakukan dengan penglslan fmmullr vam, u,lah dltelapkan

, '(}’l)‘:’

®

Bagian Kesepu!uh
embetulan dan Pembdtalan Akta Pencatdtan Sipil

o

Paragraf |
cncdtdtan Pembetulan Akta Pencatatan Slpl]

do

—

Pasal 84

‘Pembetuldn al\td pcncatatan SIpll dllal\ul\an olx.h pé]dbdt Pencatatan Sipil pada Dinas atau

UW D Dinas yang mcnubltl\an Akta Pencatatan Sipil bdl[\ lmsmn( Pc.;abal Pencatatan Sipil

atau dlmmtd oleh penduduk

'f~>Pcmbetuhn akta pematatan Slpll subag:almam dlmaksud pada ayat (h Karena kesalahan tulis

- redaksional dan belum dlserallka11 kepada pemegang, dilakukan dcngan mengacu pada

wi

a dokumen autentik yang, menjddl perswratan penerbitan cll\(d pemdtdmn sipil:

b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. ;

Pembetulan akta pencatdtdn sipil scbagalmana dlmdk\ud pada ayat ( I) Karena kesalahan tulis
redaksional yang teldh dlserdhkan ‘kepada pemegang, dllakul\dn setelah memenuhl smmt
berupa: i ' ‘ , |
a. dokumen autentik yang menJadl pelsvaratan pencrbnan akta pcncwtamn sipil: -
b kutlpan dkta dlmam terdapat kesalahan tulis lcddl\smndl

Pasal 85

- Pembetulan akta pencatatﬁn Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3). dilakukan oleh -

‘Pejabdt Pencatatan Sipil dcrﬂan tata cara:

a.

Pemohon mengisi - ddn menyerahkan - formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan

‘melamplrkan dokumen dlmana tcrdapal kesalahan tulis redaksional dan memnuul\i\an dol\umux

autentll\ yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

~>PeJabdt pencatatan ‘51p|l membuat- akta pencatatan Slpll baru ; untuk mengszantikan akta

'kpencatdtan sipil dlmand tcrddpat kcsahh'm tulis redaks;onal dan menarik serta mencabut akta

pencatatan blpll lama darl pemohon

Pejabat pencatatan Slpll membuat catdtdn pmg,glr pada register akta penmtdtan snpll yang

~ - dicabut sebagaimana dxmal\sud pada huruf b mengenan alasan penggantian dan pencabutan akta

é
pencatatan sipil. X E
o " H \f

Paragraf 2

P

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 86

: Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dllakukan oleh Pejabat PLI]Ldtdtdn Sipil pada

z
Dinas atau UPTD Dmds yang:, menerbitkan Akm l’cncatatan Slpll

Pencatatan Pemhatdlan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dmml\md pddd avat (1) dilakukan

tdengan 5yarat adanw putusan ‘pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
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_ o

(3) Pencatatan Pembatal‘ah Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tata cara : o A |

a. membuat catatan piinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil; -

b. menarik dan 111engz{lulxt Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan

c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

| ; Bagian Keéebelas

‘ ? Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

| ; Pasal 87 |

Formulir dan Buku yang ciigunakan dalam Pencatatan Sipil dilakukan dengan berpedoxﬁan pada n

peraturan yang berlaku.

! BAB V
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
 Pasal 88

() Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan adr‘ninistrasi‘
kependudukan duaga dan dilindungi oleh Dinas. ' |

(2) Data Pribadi Pendudpk sebagaimana dlmaksud Ayat (1) adalah :
If ’

a. NIK; g

b. kNomor KK f

c. tanggal/bulan/tahun lahir;

d. keterangan tentafng kecacatan fisik dan/atau mental; .
e. NIK ibu kandunég,;

f NIK ayah;dan:'

g. 'Isi Catatan Peristiwa Penting
_ . Pasal 89
(1) Petugas pengelola: data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan

diberikan hak akses !

| (2) Petugas pada Dmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor
perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator
layanan Data dan Informam

(3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator
Pendaftaran penduduk WNI dan Operatoran Layanan data dan Inf01ma51

(4) Hak akses sebaga&mana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan;
membaca, mengubja}il, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

! g , -Pasal 90

Pengguna data Pri‘ti)adi Penduduk ’duduk yang akan menggunakan Data Pribadi

Penduduk - harus térlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati dengan

menyebutkan data yang dinginkan dan pemanfaatannya.
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Pasal 91

Permohonan izin sebagaimana dlmaksud Pasal 90 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui

Kepala Dinas yang selanjutnya d1proses sebagai berikut:
a. Kepala Dinas memberikan pertlmbangan kepada Bupati;

b. Bupati menerbitkan izin atau pcnolakan atas permohonan yang diterima.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Persyaratan dan tata cara Pendaﬂaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat Peraturan

1n1 dltetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan

Bupat1 ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
padatanggal | Novem ber 201

Dr. Hj. RINA IRIANI}SRKIRATNANINGSIH;M.Hum.
Diundangkan di Karanganyar | '

pada tanggal ﬂOU‘Q/W\b&r 2O\

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT KARANGANYAR

F
|
| i
{
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